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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dalam Bab II maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, 

ketentuan penyelesaian apabila terjadi perbedaan pendapat antara Papera dan 

Oditur Militer, terkait pelimpahan perkara tindak pidana ringan sebagaimana 

dimuat dalam Pasal 127 Undang-undang tahun 1997 tentang Peradilan Militer, 

yang berkaitan dengan Penyerahan Perkara belum dapat dilaksanakan 

sepenuhnya, karena pihak militer memandang lebih tepat jika tindak pidana 

ringan yang dilakukan militer diselesaikan dengan memberikan Hukuman 

disiplin melalui siding hukum disiplin karena, dinilai lebih efisien dengan 

mengefektifkan pembinaan, disamping itu masih dapat dimanfaatkan atau 

difungsikan jiwa dan raga kemampuannya Jadi Papera atau komandan lebih 

memilih diselesaikan melalui kesatuan yang dipimpin oleh Atasan yang 

berhak menghukum (ANKUM). 

B. Saran  

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas maka penulis memberikan saran 

bahwa,perlu adanya hubungan yang harmonis dan kesepahaman pemikiran 

antara Papera dan Oditur militer agar tidak ada perbedaan pendapat antara 

Papera dan Oditur Militer, terutama mengenai pelimpahan perkara tindak 

pidana ringan yang dilakukan oleh militer. Hal ini, perlu dilakukan 
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karenaapabila tidak ada kesepahaman pemikiran antara Papera dan Oditur 

Militer mengenai penyerahan perkara dan penerapan sanksi maka, dapat 

menyebabkan terhambatnya proses-proses penegakan hukum dan berpotensi 

menimbukan masalah baru dari perbedaan pendapat antara Papera dan Oditur 

tersebut. Dengan kata lain bahwa masing-masing lembaga harus dapat 

menjaga hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga yang lain guna 

memberikan kelancaran dalam penyelesaian suatu perkara dan dapat 

memberikan pastian hukum yang seadil-adilnya bagi pelaku tindak pidana 

khususnya tindak pidana ringan. 
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